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ABSTRAK 

 

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan 
kelanjutan Undang-undang Cipta Kerja yang sebelumnya diputus oleh 
Mahkamah Konstitusi dengan  Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang 
konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
kerja, bahwa amar putusannya memerintahkan para pembentuk undang-
undang untuk merevisi undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan mencantumkan metode 
omnibuslaw didalamnya, kemudian untuk merevisi undang-undang Nomor 
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam waktu 2 Tahun, namun 
pemerintah justru mengeluarkan Perppu Cipta Kerja. Tindakan 
dikeluarkannya Perppu ini tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis checks and balances dalam 
konteks Perppu Cipta Kerja, antara hubungan Presiden dan DPR sebagai 
pembentuk undang-undang. Hal ini tentu sangat menciderai prinsip check 
and balances karena ada perintah untuk memperbaiki undang-undang oleh 
MK sebagai negatif legeslatif kepada positif legislati yaitu DPR bukan 
mengeluarkan Perppu. 

 Jenis penelitian ini menggunakan sifat yuridis-normatif dengan 
menggunakan teori checks and balances dan teori politik hukum, yang 
diperkuat dengan situasi dan kondisi dalam mengeluarkan Perppu yang tidak 
menerapkan meaningfull partisipation sebagai syarat dikeluarkannya Perppu 
yang kemudian di sahkan menjadi Undang-undang. Pada penyusunan skripsi 
yuridis-normatif ini penulis menggunakan pendakatan undang-undang, 
pendekatan politis dan pendekatan konseptual. 

 Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip checks and 
balances antara Presiden dan DPR tidak berjalan dengan baik dalam 
pengesahan Perppu Cipta Kerja. Dikeluarkan Perppu Cipta Kerja ini tidak 
mengikuti perintah putusan MK 91/PUU-XVIII/2020. Dengan 
dikeluarkannya Perppu, Presiden tidak melibatkan DPR untuk memperbaiki 
undang-undang Cipta Kerja, sehingga merusak hubungan legislatif dalam 
hal ini DPR dan ekskutif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 
dikeluarkannya Perppu bukan didasari oleh kepentingan masyarakat tetapi 
hanya kepentingan politis, serta dalam pengesahan Perppu menjadi undang-
undang Cipta Kerja dipengaruhi oleh banyaknya koalisi Presiden di DPR. 

Kata Kunci : Perppu Cipta Kerja, polemik, check and balances. 
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ABSTRACT 

 

Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation is a continuation 
of the Job Creation Law, which was previously decided by the Constitutional 
Court with Decision Number 91/PPUU-XVIII/2020 concerning the 
constitutionality of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The 
verdict ordered the legislators to revise Law Number 12 of 2011 concerning 
the formation of legislation and include the omnibuslaw method in it, then to 
revise Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation within 2 years, but 
the government actually issued the Job Creation Perppu. The act of issuing 
this Perppu does not comply with the Constitutional Court decision. This 
research aims to analyze checks and balances in the context of the Perppu 
on Job Creation and the relationship between the President and the DPR as 
lawmakers. This is certainly very damaging to the principle of checks and 
balances because there is an order to improve the law by the Constitutional 
Court as a negative legislative amendment to the positive legislature, namely 
the DPR, not issuing a Perppu.     

This type of research uses a juridical-normative nature by using the 
theory of checks and balances and the theory of legal politics, which is 
reinforced by the situation and conditions in issuing Perppu that do not apply 
meaningful participation as a condition for the issuance of Perppu, which is 
then passed into law. In the preparation of this juridical-normative thesis, 
the author uses a legal approach, political approach, and conceptual 
approach.     

The results of this study reveal that the principle of checks and 
balances between the President and the DPR did not go well in the 
ratification of the Job Creation Perppu. The issuance of the Job Creation 
Perppu did not follow the order of the Constitutional Court's decision 
91/PUU-XVIII/2020. With the issuance of the Perppu, the President did not 
involve the DPR to improve the Job Creation Law, thus damaging the 
legislative relationship between the DPR and the executive. The findings of 
this study indicate that the issuance of the Perppu was not based on the 
interests of the community but only political interests, and the ratification of 
the Perppu into the Job Creation Law was influenced by the President's 
coalition in the DPR. 
Keywords: The regulation in lieu of  law on job creation, polemic, checks 
and balances. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada Tahun 2019 sebagai awal wacana omnibus law yang disampaikan oleh 

Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden kedua kalinya, yakni pada 

Minggu 20 Oktober 2019. Perjalanan omnibus law yakni dimulai pada bulan 

desember 2019 atas usulan pemerintah terhadap undang-undang Cipta Kerja. 

Pada Bulan Februari 2020 Presiden Jokowi mengirimkan draf RUU Cipta 

Kerja kepada DPR yang memuat 11 klaster pembahasan RUU Cipta Kerja, 

kemudian pada Bulan April DPR sudah mulai membahas RUU tersebut. 

Dalam RUU Cipta Kerja terdapat 79 UU yang terdiri dari 1.244 pasal, 

kemudian dari pasal tersebut diubah menjadi 185 Pasal yang lingkupnya ada 

10 pengaturan. 1  Konsep omnibus law ini menggabungkan beberapa UU 

menjadi satu. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2020 resmi disahkan 

menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. UU sebagai salah 

satu sumber hukum formil. Sejalan dengan itu, Guru besar Universitas 

Padjajaran Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum sebagai alat2 yang 

artinya adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem hukum nasioanal 

untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara.  

Disamping itu, lahirnya undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja memunculkan perdebatan di berbagai kalangan 

masyarakat. Perdebatan tersebut bermula dari konsep awal, pengesahan, 

 
1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 

2  C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum menuju satu sistem hukum nasional, 
(Bandung: Alumni, 1991), hlm.1 
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pengundangan hingga pasca pengundangan UU tersebut. Salah satu 

perdebatan itu muncul karena penyatuan undang-undang dengan 

pembahasan yang sangat cepat.3 Berbagai penolakan dari masyarakat akibat 

dari hadirnya undang-undang tersebut, baik berupa demonstrasi mahasiswa 

dan juga penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Disamping itu juga 

ada penolakan melalui proses litigasi yaitu dengan mengajukan yudisial 

review kepada Mahkamah Konsitusi (MK) baik secara formil maupun 

materil. 

Dalam konteks UU Cipta Kerja pada tanggal 25 November 2021 

produk hukum tersebut akhirnya diputus inkonstitusional bersyarat oleh 

MK. 4  Putusan tersebut berpijak pada berbagai ketentuan sebagai 

pertimbangan bahwa UU Cipta Kerja tidak memenuhi syarat formil 

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan 

peraturan perundang-undangan (UU PPP). Selain dasar pembentukan UU 

Cipta Kerja belum ada, juga terdapat syarat yang belum terpenuhi seperti 

Meaningful participation. Disamping itu pasca persetujuan antara Presiden 

dan DPR draf UU Cipta Kerja berubah-ubah hal ini jauh dari kepastian 

hukum 5sebagai salah satu tujuan hukum. 

Dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan 

perancang undang-undang untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu 

 
3 Kadek Dwitya Partha Wijaya dan I Ketut Suardita, “Pengaturan Hak 

Pengeloelaan atas Tanah Negara Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja”. Jurnal Kertha 
Desa, Vol.9  No. 7 (2021), hlm 54 

4 Nano Tresna A./Lulu A, 
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816, dikutip pada Tanggal 19 
Oktober 2023, Jam 18:25 WIB. 

5 Ibid. 
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maksimal 2 Tahun, dan apabila dalam waktu 2 Tahun tidak diperbaiki maka 

UU Cipta Kerja inkonstitusional secara permanen. 6  Namun bukannya 

memperbaiki, selama waktu yang sudah diberikan, pemerintah atas 

wewenangnya yaitu pasal 22 ayat 1 UUD NRI 1945, melanggar putusan MK 

dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) dan 

menghilangkan tugas DPR dalam proses memperbaiki UU Cipta Kerja, serta 

tidak mentaati putusan MK. 

Perppu Cipta Kerja tersebut secara muatan hampir sama dengan UU 

Cipta Kerja, namun perbedaannya terletak pada latar belakang dan 

keadaannya. Kemudian Perppu Cipta Kerja tersebut di setujui oleh DPR. 

Perppu yang monomental itu namanya tidak berbeda dengan UU yang 

diputus inkonstitusional bersyarat begitu juga dengan batang tubunya. 

Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 30 

Desember Tahun 2022 yang kemudian di setujui menjadi UU oleh DPR pada 

Tanggal 21 Maret 20237 lagi-lagi tidak memenuhi syarat dalam beberapa 

hal. Yaitu kegentingan yang memaksa, kekosongan hukum dan tidak 

tersedianya waktu untuk menyusun undang-undang secara prosedural 

normal. 

Secara prosedural Perppu Cipta Kerja cacat formil dalam 

pengesahannya dan tidak mentaati putusan mahkamah konstitusi yang 

seharusnya di patuhi sebagai pengawal konstitusi. Tentu hal ini 

memperlihatkan bahwa prinsip checks and balances tidak berjalan dengan 

 
6 Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Inkonstitusional bersyarat 

undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, hlm. 417 

7 https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43720  dikutip pada Tanggal 25 Juli 
2024, Jam 11:43 WIB 
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baik. Disamping itu, DPR seharusnya menjadi perwakilan rakyat bukan 

perwakilan pemerintah, artinya DPR tidak menjalankan tugasnya dengan 

baik, sebagai perwakilan rakyat dan representasi rakyat.   

Sejalan dengan itu, setelah amandemen UUD NRI 1945 negara 

memiliki penguatan prinsip checks and balances menjadi prioritas, supaya 

lembaga negara tidak bertindak sewenang-wenang. Prinsip checks and 

balances dinyatakan secara tegas oleh MPR bahwa checks and balances 

merupakan tujuan dari perubahan UUD NRI 1945 dengan maksud untuk 

menyelenggarakan negara secara demokratis, dengan cara melalui 

pembagian kekuasaan, dengan sistem saling mengawasi dan seimbang 

(checks and balances) yang lebih masif dan progresif.8 

Namun hal itu hanya sebagai harapan belaka jika dilihat dari keadaan 

lembaga negara (primary constitusional organs) yaitu kontribusi DPR yang 

ikut serta atau bersekongkol dengan Presiden dalam pengesahan Perppu 

Cipta Kerja menjadi UU, yang banyak menuai penolakan dari rakyat. DPR 

juga tidak menerapkan Meaningful participation atau partisipasi bermakna 

sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang 

dalam pokoknya dijelaskan bahwa ada tiga prasyarat yaitu: pertama, hak 

untuk didengarkan; kedua hak untuk dipertimbangkan; dan ketiga, hak untuk 

memperoleh penjelasan. 9  DPR hanya menjadikan prinsip Meaningful 

participation sebagai formalitas atau persyaratan yang secara substansi tidak 

dilaksanakan secara baik.  

 
8 Hamdan Zoelva,  Pemakzulan Presiden di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafifika,2011), hlm 64. 

9 Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang konstitusionalitas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, hlm 393. 



  5 

Sebagaimana diatas, Perppu Cipta Kerja dalam penerbitan dan 

pengesahannya sangat menciderai prinsip checks and balances dalam 

ketatanegaraan Indonesia, karena selain Presiden  memangkas tugas DPR, 

dalam perbaikan UU Cipta Kerja tidak aspiratif dan tidak berpihak pada 

kepentingan masyarakat, juga tidak mentaati putusan mahkamah konstitusi. 

Atas permasalahan itu peneliti mengambil judul “Checks and Balances 

dalam Perppu Cipta Kerja” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah sebuah cara yang digunakan oleh penulis untuk 

menentukan apa saja masalah yang akan di teliti dan yang akan di jawab oleh 

penulis,  tentang masalah yang didapatkan dari  latar belakang. Oleh karena itu, 

dilihat dari latar belakang yang sudah   dipaparkan diatas maka pokok masalah 

yang diangkat adalah Bagaimana Prinsip Checks And Balances Antar DPR 

dan Presiden dalam Proses Penetapan Perppu Cipta Kerja? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis 

Prinsip Checks And Balances Antara DPR dan Presiden dalam  Proses 

Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat akademik penelitian ini, yaitu guna memberikan manfaat dalam 

bidang hukum tata negara terkhususnya berfokus pada dinamika checks 

and balances dalam ketatanegaraan Indonesia 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini, diharapakan bisa memberikan 

masukan terhadap lembaga-lembaga negara dan menjadi titik terang bagi 
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masyarakat yang masih ambigu dalam melihat kenyataan PERPPU cipta 

kerja dan untuk kemajuan pemikiran hukum kedepannya. 

3. Untuk memenuhi persyaratan  kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu 

Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum.  

E. Telaah Pustaka 

Sebuah karya ilmiah tidak ada kebenaran yang absolut melainkan kebenaran 

relatif10 oleh karena itu  perlu adanya beberapa tinjauan pustaka sebagai acuan 

perspektif, guna membedakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian 

terdahulu yang bersangkutan dengan judul penenelitian ini adalah sebagai 

berikut; 

Pertama,  jurnal ilmiah yang berjudul “Constitusional Disobedience 

Putusan Mahmakah Konstitusi : Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja” 

karya Aprilian Sumodiningrat 11  dari Fakultas Hukum Gadjah Mada 

menuliskan bahwa Perppu Cipta Kerja dalam konsiderannya memiliki tujuan 

untuk menerapkan putusan MK Nomor 9I/PUU-XVIII/2020 yang 

menginstruksikan untuk memperbaiki UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja. Penerbitan Perppu, yang cenderung menitik beratkan pada 

subjektivitas Presiden prihal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat 

utama dalam menerbitkan Perppu. Ketentuan tersebut berdasar pada pasal 

22 ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, pada hakekatnya ketentuan tersebut di 

kontrol oleh lembaga legislatif yaitu DPR, hal ini sebagai penyeimbangan 

atas kewenangan presiden dalam penerbitan Perppu. Apabila Perppu tersebut 

 
10 Mahfud MD, Politik Hukum, Cer-7, (Jakarta: PT Raja Wali Pres, 2020), hlm.4 

11 Aprilian Sumodiningrat, “Constitusional Disobedience Putusan Mahmakah 
Konstitusi : Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja”, Constitution Journal, Vol.2 No.1 
(Juni 2023).  
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ditolak maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 3 UUD NRI 1945 Perppu 

tersebut dicabut atau tidak berlaku lagi. Atas ketentuan tersebut, Ihwal 

kegentingan memaksa penerbitan Perppu atas subjektivitas Presiden, akan 

menjadi objektif jika di setujui oleh DPR. DPR memiliki wewenang dalam 

melakukan “filtrasi” secara objektif atas penerbitan Perppu secara substansi. 

Apabila wewenang tersebut berjalan dengan baik, maka DPR dapat 

menyeimbangi wewenang Presiden, disamping itu mekanisme check and 

balances akan berjalan dengan baik. Hal tersebut akan menghindarkan suatu 

lembaga dari kesewenang-wenangan. Namun, apabila  check and balances 

atas Perppu tidak diterapkan dengan baik maka hal tersebut akan 

menimbulkan sebaliknya yaitu kesewenang-wenagan. Penerbitan Perppu 

Cipta Kerja yang didasarkan pada alasan guna menanggulangi keadaan 

genting berupa ancaman krisis ekonomi global yang salah satunya di picu 

oleh perang Rusia-Ukraina. Walau demikian Perppu Cipta Kerja tidak secara 

murni dikeluarkan atas kegentingan tersebut. Apabila ditilik kembali bahwa 

sebelum ditetapkan sebagai Perppu, UU Cipta Kerja sudah cacat secara 

formil oleh MK dengan putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut 

menginstruksikan yang salah satunya yaitu memberikan akses terhadap 

masyarakat atau partisipasi masyarakat agar dapat ikut serta dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi yang dimaksud 

bukan sebatas formalitas saja, tetapi memuat hak untuk didengar, hak untuk 

dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan dan jawaban, yang 

kemudian disebut “meaningfull participation”. 

Bahwa UU Cipta Kerja tidak partisipatif, disamping itu belum ada 

landasan hukumnya, jika tidak diatur secara konkret mengenai omibus law 

serta batasannya maka akan mengebiri meaningfull participation. 

Mekanisme omnibus law baru diatur kemudian setelah di revisinya UU No. 
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12 tahun 2011 menjadi UU No. 13 tahun 2022 tentang pembentukan 

peraturan perundang-undangan . UU tersebut kemudian menjadi dasar dalam 

legislasi mengenai omnibus. Penerbitan Perppu Cipta Kerja, terkesan 

mengesampingkan prinsip-prinsip deliberasi atau pertimbangan dalam 

legislasi, selain itu juga membangkang terhadap putusan MK. 

Membangkang putusan MK, sama saja mendegradasi fondasi negara hukum, 

serta mengancam demokrasi konstitusional. Hal ini lebih menciderai dari 

pada produk legislasi kurang berkualitas maupun tidak berkualitas.  

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai 

problem-problem yang terjadi dalam mekanisme checks and balances 

sampai dengan pengesahan Perppu Cipta Kerja hingga pengundangan, hal 

ini terlihat dari segi formil maupun dari materil Perppu itu bermasalah dan 

apa implikasinya terhadap ketatanegaraan Indonesia kedepannya mengingat 

Perppu Cipta Kerja sangat bertolak belaka dengan tujuan masyarakat yang 

sejalan dengan tujuan hukum. 

Kedua, jurnal ilmiah yang berjudul Problematika PERPPU CK 

Dalam Peraturan Perundang-Undangan karya Marno M Hipan, 

Muhammad Abdi Sabri Budahu 12  dari Fakultas Hukum, Universitas 

Tompotika, Luwuk yang menuliskan  bahwa penetapan Perppu dapat 

dibenarkan oleh Presiden, sejauh berkenaan dengan kepentingan internal 

pemerintah yang membutuhkan payung hukum setingkat undang-undang. 

Bahwa Perppu merupakan tindakan pemerintah yang berkaitan dengan 

“innere notstand” yaitu menurut kebutuhan keadaan yang mendesak dari 

segi subtansinya, dan  genting dari segi waktunya. Apabila kedua 

 
12 Marno M Hipan dan Muhammad Abdi Sabri Budahu, “Problematika PERPPU 

CK Dalam Peraturan Perundang-Undangan”,  Jurnal Media Hukum,Vol. 11 No. 1, 
(Maret 2023).  
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pertimbangan ini dipenuhi, maka untuk kepentingan pemerintahan, Presiden 

berwenang mengeluarkan dan menetapkan peraturan pemerintah sebagai 

pengganti undang-undang guna menjamin tindakan pemerintah berjalan 

dengan baik tanpa menunggu ditetapkannya undang-undang terlebih dahulu. 

Karena Perppu setingkat dengan undang-undang maka DPR harus aktif 

mengawasinya baik dari segi penetapan maupun pelaksanaannya. Oleh 

sebab itu, maka Perppu harus dijadikan objek pengawasan yang sangat ketat 

oleh DPR. Dapat pula dipertanyakan, apakah selama produk hukum 

berbentuk Perppu yang ada dalam pengawasan DPR dapat di uji di MK. 

Dapat dijawab bahwa selama Perppu masih belum disetujui oleh DPR maka 

upaya kontrol hukum terhadap Perppu tersebut masih bagian tugas DPR, 

belum menjadi tugas Mahkamah Konstitusi. Tetapi apabila DPR telah 

menyetujuinya, barulah undang-undang hasil ditetapkannya Perppu tersebut 

menjadi tugas Mahkamah Konstitusi untuk di uji. 

Namun apabila Perppu yang ditetapkan oleh Presiden terindaksi 

bersifat kesewenang-wenangan, dan berdampak pada ketidakadilan yang 

sangat serius, apakah Mahkamah Konstitusi wajib menunggu sampai Perppu 

itu di setujui oleh DPR? lagi pula Perppu dibuat untuk menghindari 

perdebatan-perdebatan dengan DPR yang mengartikan apabila presiden 

mengajukan rancangan undang-undang akan memakan waktu yang relatif 

lama. Seandainya hal itu memang betul terjadi, maka tanpa menunggu waktu 

perubahan Perppu menjadi undang-undang setelah disetuji oleh DPR, 

Mahkamah konstitusi dapat mengujinya dari segi materil.  

Dimana Perppu melahirkan norma hukum baru sehingga akan 

menimbulkan status, hubungan, dan akibat hukum baru. Nasib dari norma 

hukum dalam Perppu tersebut berada ditangan DPR sesudah 

dipertimbangkan. Walau demikian sebelum ada persetujuan ditolak atau 
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tidak, norma hukum tersebut tetap sah dan mengikat. Perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai produk hukum 

dengan sistematika pengesahannya. Polemik checks and balances atas 

keluarnya Perppu Cipta Kerja beserta pengesahannya menjadi UU, dan apa 

urgensi penetapannya sehingga presiden mengangkangi putusan MK, 

dengan alasan kegentingan yang memaksa Perppu Cipta Kerja tersebut.  

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Legalitas Formil Penerbitan Perppu 

Cipta Kerja : Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversizet 

Coalition  “ karya Ni Kadek Ayu Sri Undari dan Kadek Agus Sudiarawan, 

Fakultas Hukum Universitas Udayana 13  yang menyatakan bahwa secara 

formil, Perppu CK merupakan hak prerogatif untuk merevitalisasi UU Cipta 

Kerja dengan cara tidak mentaati Putusan MK. Perekonomian sebagai 

pertimbangan dasar kegentingan yang memaksa dalam Perppu Cipta Kerja 

justru tidak sejalan dengan situasi perekonomian yang meningkat, disamping 

itu dalam penerbitan Perppu tidak mencukupi syarat kekosongan hukum atau 

hukum yang tidak memadai karena masih berlakunya UU Cipta Kerja hingga 

sekarang yang justru dicabut dengan Perppu Cipta Kerja dengan muatan 

materi yang hampir sama. Sedangkan syarat keterbatasan waktu untuk 

memperbaiki UU bukanlah alasan yang masuk akal, karena MK telah 

memberikan waktu dua tahun kepada para pembentuk UU untuk 

memperbaikinya. Kecacatan formil semakin terlihat ketika diabaikannya 

asas keterbukaan dan juga pengurangan peran legislatif sebagai teman 

pemerintah dalam memperbaiki UU Cipta Kerja. Disamping itu, oversized 

coalition berpotensi mengindikasikan Parlemen melegitimasi subjektivitas 

 
13 Ni Kadek Ayu Sri Undari dan Kadek Agus Sudiarawan, “Legalitas Formil 

Penerbitan Perppu Cipta Kerja : Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversizet 
Coalition “ Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 4 (Tahun 2023).  
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Presiden atas dasar kepentingan politis tanpa melihat dan mendengar 

penolakan ditengah masyarat. Perbedaan dengan penulisan skripsi peneliti 

adalah bahwa penulis meneliti permasalahan prinsip checks and balances 

dalam penetapan Perppu Cipta Kerja, karena bukan kepentingan hukum 

yang di dahulukan melainkan kepentingan politis. 

F. Kerangka Teoritik 

1. Teori Checks And Balances 

Teori Checks And Balance adalah  tindakan saling kontrol antara 

lembaga negara, guna menjaga keseimbangan antar lembaga-lembaga 

negara.14 Teori ini lumrah diterapkan di negara yang menganut trias politika 

atau tiga poros kekuasaan dan negara demokrasi. Teori ini diharapkan bisa 

menjadi kontrol supaya tidak ada lembaga negara yang otoriter maupun 

totaliter. Teori ini akan dipadukan dengan politik hukum atau legal policy, 

apakah dalam penetapan Perppu dibelenggu atas kepentingan politik atau 

kepentingan hukum. 

2. Teori Politik Hukum 

Teori politik hukum atau legal policy adalah kebijakan formal 

mengenai hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum 

baru maupun penggantian hukum lama untuk mencapai tujuan negara. 15 

Kemudian Satjipto Rahardjo mendifinisikan bahwa politik hukum adalah 

sebagai aktivitas memilih dan cara apa yang akan dipakai untuk mencapai 

 
14 Akil Mochtar, “Teori Checks and balances “ dalam  Bambang Sadono, dkk, 

(ed), Checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia buku yang dikeluarkan oleh 
mpr (ttp, Badan  Pengkajian MPR RI, 2017), hlm. 332. 

15 Moh mahfud MD, Politik Hukum,cet-7…. hlm.1 
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tujuan sosial dengan pembuatan hukum di dalam masyarakat yang 

cakupannya meliputi pertanyaan atau jawaban yang mendasar, meliput, 1) 

apa tujuan yang hendak dicapai dengan sistem yang ada; 2) cara-cara apa 

yang di rasa paling baik untuk dipakai untuk mencapai tujuan tersebut; 3) 

kapan waktunya dan melalui cara apa hukum itu diubah; 4) merumuskan 

pola yang baku dan mapan untuk membantu proses pemilihan tujuan serta 

serta cara-cara apa yang akan dipakai untuk mencapai tujuan negara dengan 

baik.16 Soedarto mendifinisikan bahwa politik hukum adalah upaya dalam 

mewujudkan aturan-aturan yang baik sesuai dengan kondisi dan situasi pada 

suatu waktu. 17 

Politik hukum membahas mengenai konfigurasi politik hukum dan 

karakteristik produk hukum, apabila dilihat dari segi waktu maka politik 

hukum dipisahkan menjadi dua, yaitu; politik hukum jangka panjang dan 

politik hukum periodik. politik hukum jangka panjang contohnya seperti 

yudisial review, kesetaraan antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan 

hukum. Politik hukum bersifat periodik adalah politik hukum yang 

dilakukan tergantung situasi dan keadaan atau dengan kata lain tergantung 

periode. Contohnya seperti politik hukum pengesahan KUHP baru, 

pengesahan perppu cipta kerja dan masih banyak lainnya. dari sini bisa 

dilihat bahwa pengesahan perpu cipta kerja itu merupakan politik hukum 

yang bersifat periodik. 

  

 
16 Ibid. hlm.2 

17 Ibid. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah jenis 

penelitian yuridis- normatif. Yuridis-normatif merupakan penelitian yang 

melihat hukum sebagai peraturan tertulis yang dikonsepsikan sebagai kaidah 

atau norma sebagai landasan berperilaku yang dianggap benar dan 

pantas. 18 Penelitian yuridis-normatif ini didasarkan pada bahan hukum 

primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tasier. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, artinya bahwa 

penelitian ini memberikan pandangan apa yang terjadi pada realita (das sain) 

yang ada dan seperti apa yang seharusnya (das sollen), dimana secara das 

sollen Perppu dikeluarkan harus dengan beberapa syarat, yang paling 

fundamental adalah harus dalam keadaan yang genting dan memaksa. 

Namun secara das sain dikeluarkan Perppu Cipta Kerja bukan dalam 

keadaan genting dan memaksa. 

3. Pendekatan Penelitian 

Berangkat dari pendapat Bahder Johan Nasution dalam salah satu 

bukunya yang berjudul metode penelitian ilmu hukum, disitu dijelaskan 

bahwa jenis sistem pendekatan dalam penelitian normatif yaitu salah 

satunya, menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah, 

 
18 Amiruddin dan  Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; 

Raja Grafindo Persada, 2012), .hlm 118. 



  14 

pendekatan politis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual, dan 

pendekatan filosofis.19 

Penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan tiga jenis 

pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan politik dan 

pendekatan konseptual. 

a. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada peraturan dan regulasi 

yang berkorelasi dengan judul skripsi dan pokok permasalahan yang 

penulis angkat. 

b. Pendekatan politik hukum antara DPR dan Presiden dalam penetapan 

perppu cipta kerja. 

c. Pendekatan konseptual, berfokus pada pandangan ahli atau doktrin yang 

berkembang dalam prinsip checks and balances. 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa jenis bahan 

hukum yang di dapatkan melalui penelusuran kepustakaan dan berbagai jenis 

literatur lainnya. Bahan hukum yang dipakai yaitu : 

A. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini sebagai 

berikut:  

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 

1945; 

 
19 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Cet-8, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), hlm. 92. 
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b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang perubahan Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor  12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan; 

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 20014 Tentang Majlis 

Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 

e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020; dan 

f) Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

B. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang 

memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang bersumber 

buku-buku hukum, jurnal  hukum, dan artikel ilmiah hukum. 

C. Bahan Hukum Tersier 

Bahan yang di ambil dari Internet, Kamus Hukum, Koran, 

Majalah Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Wekipedia dan 

Ensiklopedia. 

5. Analisis Data 

Analisis yang akan digunakan dalam skripsi ini yaitu dengan 

melakukan dan menelaah dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder20 

 
20 Ibid 
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dan bahan hukum tasier. Berupa peraturan-peraturan maupun literatur 

hukum lain mengenai hubungan DPR dan Presiden yang berkaitan dengan 

pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang dan bagaimana 

kondisi prinsip checks and balances dalam konteks politik hukumnya dan 

bagaimana dampak produk hukum tersebut. Penulis menggunakan jenis 

penelitian yuridis-normatif dan mengumpulkannya dalam bentuk deskriptif. 

Analisis ini akan memberikan penjelasan mengenai pengesahan Perppu 

Cipta Kerja apakah telah sesuai dengan peraturan yang mewajibkan adanya 

penerapan prinsip checks and balances antar DPR dan Presiden dalam proses 

penetapan perppu cipta kerja. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat mengenai penelitian 

skripsi yang akan dilakukan oleh penulis. Sistematika ini dibuat guna 

mempermudah kerangka dasar dari bab-bab yang akan disajikan nantinya, 

yaitu meliputi; 

Bab Pertama berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, analisis bahan hukum dan 

sistematika penulisan. 

Bab Kedua akan membahas tinjauan umum mengenai teori yang 

digunakan yaitu teori checks and balances yang di dalamnya akan 

membahas pengertian, landasan checks and balances, dan hubungan DPR 

dan Presiden,  juga menggunakan teori politik hukum yang didalamnya 

membahas mengenai pengertian politik hukum, konfigurasi politik, dan 

karakteristik produk hukum.  Serta materi-materi yang memiliki korelasi 

dengan teori yang dipakai dalam skripsi ini. 
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Bab Ketiga membahas mengenai proses penetapan perppu dalam 

undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas undang-

undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan yang berisi tantang Kedudukan dan fungsi DPR dan Presiden 

dalam Legislasi dan Mekanisme Penetapan Perppu Menjadi Undang-

undang. 

Bab Keempat membahas mengenai analisis perppu cipta kerja dalam 

perspektif check and balances dengan menggunakan teori checks and 

balances dan teori  politik hukum berisi tentang proses penetapan perppu 

cipta kerja dari check and balances dan Faktor-Faktor yang Pempengaruhi 

Penetapan Perppu Cipta Kerja. 

Bab Lima adalah penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban 

dari pokok permasalahan dalam penelitian ini dan saran dari penulisan skripsi 

ini dengan di lengkapi daftar Pustaka yang di maksudkan untuk memberikan 

daftar  dari semua sumber rujukan yang di gunakan dalam penelitian skripsi 

ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Prinsip checks and 

balances berguna untuk mencegah penyelewengan kekuasaan dari lembaga-

lembaga kekuasaan, seperti terdeteksinya penyelewengan dan kompromi 

dalam penentuan  politik tertentu. Kenyataan checks and balances di 

Indonesia memiliki problematika, apabila melihat dikeluarkannya Perppu 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu ini menurut penyusun 

adalah suatu pembangkangan terhadap putusan MK, karena sebelum adanya 

Perppu sudah ada putusan inkonstitusial bersyarat mengenai UU Cipta Kerja. 

Perlu dipertegas kembali bahwa dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja 

pembangkangan terhadap Putusan MK, sama halnya membangkang 

terhadap konstitusi. 

Hal ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi. Demokrasi akan 

terkikis sampai akhirnya suatu prinsip checks and balances hanya menjadi 

tulisan Pasal belaka namun tidak ada wujudnya, atau bisa dikatakan tidak 

ada. Presiden seharusnya bekerja sama dengan DPR untuk membahas 

mengenai perbaikan UU Cipta Kerja, bukan  mengambil hak DPR dan 

mengeluarkan Perppu. Dari problematika checks and balances di Indonesia 

ini, Presiden dan DPR sama-sama tidak mengikuti putusan yudikatif dalam 

hal ini MK. Jika putusan MK tidak dilakukan, seperti yang sudah disebutkan 

diatas berarti tidak taat konstitusi.  

Sedangkan syarat dikeluarnnya Perppu sebagimana Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/VII/2009 yaitu ; Pertama, adanya 

keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum 
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secara cepat berdasarkan Undang Undang; Kedua, undang-undang yang 

dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada 

Undang-Undang tetapi tidak memadai; Ketiga, kekosongan hukum tersebut 

tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang Undang secara prosedur 

biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan 

yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Ketiga syarat 

yang diberikan MK ini harus akumulatif dalam mengeluarkan Perppu. 

Sedangkan dalam penetapan Perppu Cipta Kerja ini tidak ada satupun dari 

syarat tersebut di penuhi.  

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Perppu Cipta Kerja lahir 

dari kesepakatan politik, meminjam pendapat Mahfudz MD mengenai 

konfigurasi politik, Perppu Cipta Kerja merupakan hasil konfigurasi politik 

otoriter,  karena pemerintah berperan aktif mengambil inisiatif secara 

mutlak. Artinya bahwa pemerintah memaksakan kehendaknya untuk 

melancarkan ambisinya dengan mempersatukan kekuatan politik. Tidak ada 

keseimbangan kekuatan politik sehingga pemerintah tidak ada hambatan 

yang berdampak pada penolakan pada kebijakan yang dibuatnya. Tidak 

adanya cheks and balances secara nyata yang membuat kekuasaan tersentral 

pada ekskutif dalam penetapan Perppu ini.  

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya DPR yang 

tersandera oleh kepentingan Presiden dan lembaga negara berpegang teguh 

pada kepentingan politik belaka bukan berpegang teguh pada demokrasi 

sebagaimana pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan  berada  

di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang  Undang Dasar”, 

dari polemik Checks and Balances diatas. Terlihat bahwa hanya berpegang 

teguh pada kepentingan politik yang berpengaruh pada kebijakan yang 

terkesan keruh. Pada saat ini perilaku partai politik tidak sesuai dengan 
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substansi adanya partai. Kepentingan partai sebagai adanya kepentingan 

masyarakat sebagaimana prinsip demokrasi. 

 

Saran 

 Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dituliskan diatas, 

terdapat beberapa beberapa saran yang peneliti berikan yaitu;  

1. Bagi lembaga negara khususnya DPR dan Presiden diharapkan dapat 

berpegang teguh pada prinsip Checks and Balances agar menciptakan 

lembaga negara yang tidak kesewenang-wenangan. Saling kontrol 

antara lembaga negara dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara, 

yang juga dilandasi oleh tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian dan 

keadilan. Lembaga negara harus paham mengenai Checks and Balances 

dari segi praktek jangan hanya dari segi teori, karena suatu teori akan 

menjadi sampah jika tidak dipraktekkan.  

2. Diharapkan dapat menjadi pertimbangan kepada Presiden dalam 

mengeluarkan Perppu, perlu kiranya memperhatikan norma-norma yang 

harus dipatuhi. Presiden sebagai pemegang kekuasaan ekskutif harus 

melihat peran-peran legislatif amupun yudikatif, walaupun dalam 

mengeluarkan Perppu merupakan subjektifitas Presiden. 

3. Diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap DPR sebagai 

lembaga legislatif, jangan hanya sebagai mesin pencetak UU tetapi juga 

dapat mengontrol ekskutif dalam mengawal Perppu yang dikeluarkan, 

DPR wajib menolak Perppu dan peraturan lainnya apabila dirasa tidak 

menguntungkan bagi masyarakat. Jangan jadikan koalisi di DPR sebagai 

tolak ukur memberikan pendapat, tetapi tolak ukurnya adalah hukum 

dan kepentingan masyarakat. 
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